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           BAB V 

     PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari uraian penelitian skripsi di atas maka peneliti menarik kesimpulan 

bahwa pengawasan komisi penyiaran Indonesia daerah (KPID) NTB dalam siaran 

kampanye pada pilkada kota mataram tahun 2020. Pengawasan tersebut dapat 

dilihat dari beberapa indikator yaitu :  

1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB dalam mengawasi 

Kampanye Pemilu melalui Media Elektronik Radio pada Pilkada Kota 

Mataram Tahun 2020. Disini peran KPID NTB memiliki kewenangan 

otoritas, menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran, serta 

menghubungkan antara lembaga penyiaran pemerintah dan masyarakat, 

peraturan yang mengacangkup semua proses kagiatan penyiaran, mulai dari 

tahap pendirian, operasional, tanggungjawab dan evaluasi Undang-undang 

No, 32 Tahun 2002. 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Komisi Penyiaran Indonesi Daeran 

(KPID) NTB dalam menindak pelanggaran Kampanye Pemilu melalui Media 

Elektronik Radio Pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020. Suatu pola pikir 

dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada 

seseorang atau beberapa orang yang diberikan pemahaman dan kesadaran 

kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk 

dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia 

secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan 
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yang sesunggunya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi 

yang sesunggunya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi 

bersangkutan. 

5.2 Saran  

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka mengoptimalkan 

Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat 

dalam siaran kampanye pada pilkada Kota Mataram.Dengan amanat undang-

undang penyiaran No 32 Tahun 2002, maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti 

memberikan saran sebagai berikut : 

1.  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat  lembaga 

penyiaran, KPID  mengundang KPU dan  BAWASLU  kerena yang membuat 

regulasi  terkait tata cara beriklan di media baik Cetak, Elektronik, Media Sosial, 

TV, Radio yaitu KPU dan BAWASLU yang menyampaikan tata cara termasuk 

durasinya berapa kali setiap calon, jam tayang berapa itupun diatur oleh KPU, 

KPID NTB tetap melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan 

selama masa Kampanye oleh Tim Pemantau Iklan atau Siaran Kampanye yang 

sudah di tetapkan jadwal tayang oleh Bawaslu dan KPU dengan cara mewajibkan 

Tim pemantau untuk   membuat laporan setiap tanggal yang telah ditentukan 

waktu siaran Kampanye baik itu laporan kegiatan hasil Pantauan. Selain itu untuk 

meningkatkatkan upaya pengontrolan atau pengawasan, dibentuk tim khusus yang 

diberikan tugas untuk memantau siaran kampanye. Jadi tim pemantauan inilah 

yang membantu Bawaslu dan KPU dalam mengawasi pelaksanaan Kampanye itu 

sendiri melalui pengawasan menggunakan alat pemantauan yang sudah ada 
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